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RINGKASAN

Sadiani, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,
Malang, 2014. Peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Dalam
Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang Di
Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Promotor Prof. Dr. Moch. Munir,
S.H., Ko-Promotor: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., dan Prof. Dr.
Suhariningsih. S.H., S.U.

Pada tanggal 16 Juli 2010, merupakan torehan sejarah bagi masyarakat
adat Dayak Siang Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, karena telah
berhasil menggiring perusahaan tambang emas PT Indo Muro Kencana yang
melakukan penambangan di kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang yang
dikuasai suku Dayak, pelanggaran tersebut telah diselesaikan secara hukum adat
melalui peran Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang. Berdasarkan asas
legalitas kawasan hutan adat Puruk Kambang masuk dalam kontrak karya
pertambangan yang di tanda tangani di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1985
oleh presiden Soeharto.

Namun, berdasarkan pengakuan masyarakat suku Dayak Siang bahwa
mereka sejak ratusan tahun jauh sebelum Indonesia merdeka dari generasi ke
generasi secara turun-temurun telah mengelola dan memanfaatkan kawasan
hutan Puruk Kambang tersebut hingga sekarang. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan perkampungan dan rumah-rumah panggung terbuat dari bahan kayu
yang mereka tempati, ladang dan kebun buah yang selalu dikelola masyarakat
terhampar mengitari kawasan bukit hutan adat Puruk Kambang hingga melebihi
radius satu kilometer. Ketika investor asing (PT Indo Muro Kencana) dengan
surat ijin Kontrak Karyanya kemudian mensosialisasikan peta wilayah
pertambangannya di wilayah Murung Raya termasuk beberapa kecamatan dan
anak desa serta kawasan gunung dan hutan adat yang dikeramatkan masyarakat
Dayak setempat, maka sejalan dengan kegiatan perusahaan menjalankan
usahanya melakukan penambangan beberapa tahun setelah kontrak karya
disosialisasikan kepemerintah daerah dan diketahui pula oleh masyarakat adat
Dayak, maka pada tahun 1990 dan 1993 telah disampaikan pernyataan sikap
masyarakat Dayak yang dikoordinir melalui himpunan masyarakat Dayak Polou
Basan. Kutipan substansi pernyataan tersebut sebagai berikut :

“...Melarang masyarakat yang mempunyai kebun/tanah
perbatasan puncak, lereng dan sekitar Puruk Kambang dalam radius
seribu meter kaki bukit untuk mengalihkan haknya kepada pihak manapun
dan ke dalam bentuk apapun; pihak berwenang tidak mensyahkan
peralihan hak atas kebun/tanah perbatasan di atas; pihak PT Indo Muro
Kencana yang melakukan kegiatan usaha pertambangan jangan
menambang, tidak mengambil berupa apapun atau mempergunakan
bentuk apapun pada puncak, lereng, di bawah tanah Puruk Kambang; Bagi
yang tidak mentaati dan melanggar segala ketentuan yang dinyatakan
dalam ketentuan di atas (khusus bagi pihak PT Indo Muro Kencana)
dituntut oleh suku Dayak sesuai jalan adat...”.



Ketika pihak PT Indo Muro Kencana menggelar aktivitas penambangan
dan memasuki kawasan kaki bukit hutan adat Puruk Kambang, kemudian digugat
oleh masyarakat Dayak dan untuk selanjutnya sengketa tersebut diselesaikan
secara hukum adat melalui lembaga adat kedamangan Dayak Siang. Penelitian
ini berujuan membuktikan dan menganalisis secara mendalam penyebab
timbulnya sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara
masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo Muro Kencana dan menganalisis peran
Lembaga Adat Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan
hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak Siang dengan PT Indo
Muro Kencana Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. Dari permasalahan
tersebut selanjutnya dianalisis dalam perspektif teoritis yaitu teori keadilan teori
living law, teori konflik, teori penyelesaian sengketa dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah : Pertama, penyebab terjadinya sengketa
pemanfaatan kawasan hutan adat Puruk Kambang antara masyarakat Dayak
Siang dengan PT Indo Muro Kencana di Kabupaten Murung Raya Kalimantan
Tengah, PT Indo Muro Kencana melanggar pernyataan sikap masyarakat
hukum adat Dayak karena membeli tanah/kebun masyarakat adat dengan
memanfaatkan kewenangan Camat Tanah Siang Selatan kemudian
melakukan penambangan di kawasan kaki bukit hutan adat yang
disakralkan masyarakat sejak ratusan tahun. Kedua, peran Lembaga Adat
Dayak Siang dalam penyelesaian sengketa pemanfaatan kawasan hutan adat
puruk kambang antara masyarakat dayak siang dengan PT Indo Muro Kencana
di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, setelah mendapat
pengaduan segera membentuk tim ivestigasi memantau secara langsung,
memproses perkara, menetapkan hakim adat, melakukan sidang perdamaian
adat, kemudian memtuskan perkara dan menetapkan Surat Keputusan Damang
Tanah Siang Selatan Tentang Denda Adat Kouh Dusa Muntam Tana Pali dan
Kouh Dusa Nyongkohaan Terhadap PT Indo Muro Kencana.

Disarankan kepada pemerintah agar meninjau kembali ijin kontrak karya
PT Indo Muro kencara yang ditandatangani tahun 1985, karena tidak
menjalankan Pasal 18B ayat 2 UUD NKRI 1945, yang menyatakan “Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisonalnya...”.
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SUMMARY

Sadiani, a doctoral student of Legal Science, University of Brawijaya,
Malang, 2014. The role of indigenous institution of Kedamangan Dayak Siang in
settling the dispute of indigenous forest cultivation of Puruk Kambang, Regency
of Murung Raya, Central Kalimantan. Supervisor: Prof. Dr. Moch. Munir, S.H., co-
supervisors: Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., and Prof. Dr. Suhariningsih,
SH., SU.

On July 16, 2010, a history was made among the indigenous people of
Dayak Siang, Regency of Murung Raya, Central Kalimantan. The dispute related
to mining activities by PT Indo Muro Kencana at the foothills of indigenous forest
of Puruk Kambang governed by Dayak people was settled based on the common
law through the role of indigenous institution of Kadamangan Dayak Siang.
According to the principle of legality, the area of Puruk Kambang indigenous
forest was involved in the mining contract signed in Jakarta on January 21, 1985
by President Soeharto.

However, the local people of Dayak Siang confirmed that they, in all
generations, had been cultivating and using this indigenous forest of Puruk
Kambang for ages to dates. This could be proven by the availability of dwelling
places, wooden stilt houses, cultivated fields and fruit gardens lying around the
hills in Puruk Kambang indigenous forest exceeding one kilometre radius. After
foreign investors of PT Indo MuroKencana came up with a contract letter of the
project together with the scope of the area proposed for the mining spot, all
villages, sub-districts, and all the mountain and indigenous forest area, which
was believed to be sacred, were involved to give authority to the company to run
mining industry in the area. In 1990 and 1993, Dayak people, through Dayak
Community Polou Basan, voiced in written letter as follows:

“...forbid the local communities to release their lands/gardens of
peak and hillside border and around Puruk Kambang within the radius of
one thousand meters of foothill to any party or in any form; authorised
parties do not validate the right transfer over gardens/ land borders; PT
Indo Muro Kencana is not allowed to run any mining activities, to take
any from the peak, hillside on the land of Puruk Kambang; If PT Indo
Muro Kencana disobeys the above rules, it will be sued according to the
Dayak common law...”

When PT Indo Muro Kencana runs mining activities in the area of the
hillside of Puruk Kambang, Dayak people are to sue the company and to settle
this dispute according to common law through indigenous institution of
Kedamangan Dayak Siang. This research aims at proving and profoundly
analysing the dispute in relation to the cultivation of indigenous forest in Puruk
Kambang between Dayak Siang and PT Indo Muro Kencana, Murung Raya
Regency, Central Kalimantan. It was analysed based on the theoretical



perspectives comprising the justice theory, living law theory, conflict theory,
dispute resolution theory, and theory of effectiveness of law.

This research revealed some facts: First, the dispute between PT Indo
Muro Kencana and Dayak Siang, Murung Raya Regency, Central Kalimantan
related to the land use for mining activities stemmed from the fact that the
company did not obey the statement made by the local people by taking an
advantage of the authority held by the Head of the local sub-district, which then
led to mining operation in the foothills of indigenous forest which has been
believed to be sacred since a hundred years ago. Secondly, the role of
indigenous institution of Dayak Siang is to resolve the dispute related to the land
use of indigenous forest of Puruk Kambang between PT Indo Muro Kencana and
Dayak Siang communities, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. Upon the
denouncement of the dispute, a team of investigators was established to directly
watch and process the case, appoint the judge, hold a trial for peace, resolve the
dispute, and release a decree about the fine of Kouh Dusa Muntam Tana Pali and
Kouh Dusa Ngongkohaan that PT Indo Muro Kencana should pay.

It is advisable that the government re-consider the contract of PT Indo
Muro Kencana signed in 1985, as it is perceived that it is not linear with what is
written in article 18B paragraph 2, 1945 Constitution of the Unitary State of the
Republic of Indonesia (NKRI) stating: “The State recognises and respects
traditional communities along with their traditional customary rights...”.

Keywords: Role; indigenous institution; Kadamangan, Dayak; Indigenous forest
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberi rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan disertasi tentang “Peran
Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang Dalam Penyelesaian Sengketa
Pemanfaatan Kawasan Hutan Adat Puruk Kambang di Kabupaten Murung Raya
Kalimantan Tengah” dapat terselesaikan.

Disertasi ini, diawali dengan sajian tentang eksistensi kawasan hutan
adat Puruk Kambang yang dimanfaatkan sekaligus di kelola masyarakat hukum
adat Dayak sejak ratusan tahun lamanya. Hutan adat ini memiliki mitologi bahwa
di puncak bukit hutan adat tersebut ratusan tahun lalu merupakan tempat
leluhur suku Dayak Siang diturunkan Tuhan dari langit. Berdasarkan legenda
tersebut maka kawasan ini dijadikan sebagai kawasan sakral tanah larangan
(tana pali) agar tidak boleh dirusak untuk selamanya.

Pada tahun 1985, masuknya investor pertambangan emas dengan ijin
kontrak karya yang ditandatangani pemerintah Indonesia pada tanggal 21
Januari 1985, membuat keresahan masyarakat Dayak yang menempati kawasan
sungai, lembah, pegunungan dan sekitar pinggiran hutan yang telah dipetakan
sebagai wilayah kontrak Karya perusahan pertambangan emas. Seiring dengan
berjalannya waktu, perusahaan pertambangan emas terus melancarkan kegiatan
di kawasan kontrak karya pertambangannya, pada tahun 1990 muncul reaksi
masyarakat adat dengan mengirim surat permohonan kepada pihak perusahaan
dan pemerintah agar tidak melakukan penambangan di kawasan hutan adat
Puruk Kambang.

Mengingat surat permohonan pada tahun 1990 tidak mendapat
tanggapan pihak perusahaan pertambangan dan pemerintah, pada tahun 1993
masyarakat Dayak kembali mengirim surat dalam hal pernyataan sikap yang
disampaikan kepada perusahaan dan juga pihak pemerintah tentang hutan adat
Puruk Kambang yang tidak boleh dieksploitasi, kepada masyarakat setempat
yang secara turun-temurun memanfaatkan kawasan hutan adat tersebut tidak

boleh menjual haknya kepada pihak lain, selanjutnya kepada pihak pemerintah



setempat dilarang memfasilitasi  penjualan  atau  peralihan  hak
pengelolaan/pemanfaatan tanah di kawasan kaki bukit hutan adat dalam radius
1000 meter kepada pihak perusahaan. Inilah sikap waspada masyarakat adat
untuk mengantisipasi masuknya perusahaan ke kawasan hutan adat Puruk
Kambang.

Pada tahun 2010, terjadi pelanggaran oleh perusahaan pertambangan di
sebelah barat dan memasuki sekitar 250 meter dari kawasan kaki bukit hutan
adat Puruk Kambang yang telah dilarang pada tahun 1990 dan 1993. Dengan
pelanggaran tersebut, masyarakat hukum adat melakukan gugatan terhadap
perusahaan melalui Lembaga Adat Kedamangan Dayak Siang untuk
menyelesaikan pelanggaran adat berdasarkan hukum adat setempat. Selanjutnya
berdasarkan sidang adat, maka lembaga adat memberikan sanksi Kouh Dusa
Muntam Tana Pali Dan Kouh Dusa Nyongkohaan kepada pihak perusahaan dan
membayar biaya ritual adat ANyorongin Tana Danum, sebagai permohonan maaf
kepada masyarakat dan roh leluhur penunggu hutan adat Puruk Kambang.

Penulis menyadari sajian disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan
baik dari sajian penulisan, kajian dan analisis serta lainnya. Pepatah arab
menmyatakan “manusia memilki kelemahan dan kekurangan”. Dengan
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tersebut, tentunya sangat berharap
masukan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penulisan
disertasi ini.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca
dan masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia agar mempertahankan apa
yang menjadi hak tradisional mereka, kepada pemerintah Indonesia agar
melaksanakan UUD NKRI 1945 Pasal 18B ayat 2 “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisonalnya...”.

Malang, Februari 2014.

Penulis,
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